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ABSTRACT 
Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) menjadi tantangan serius dalam tata 
kelola dan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penelitian ini bertujuan 
mengidentifikasi serta menentukan prioritas faktor internal yang menjadi akar penyebab risiko 
pembiayaan pada BPRS di Riau. Metode yang digunakan adalah Analytical Network Process (ANP) 
dengan melibatkan tiga kelompok responden: praktisi, regulator, dan pakar. Data diperoleh 
melalui wawancara mendalam dan kuesioner pairwise comparison, kemudian diolah 
menggunakan perangkat lunak Super Decisions. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima sub-
klaster masalah internal SDM, kebijakan, kepatuhan, proses dan prosedur, serta manajemen 
memiliki bobot prioritas relatif setara menurut responden gabungan. Namun, kelompok praktisi 
dan regulator cenderung menempatkan masalah SDM sebagai faktor paling dominan. Nilai rater 
agreement yang berada pada kategori lemah hingga moderat menunjukkan beragamnya persepsi 
antar kelompok responden terhadap akar masalah pembiayaan. Temuan ini menegaskan bahwa 
pembiayaan bermasalah pada BPRS di Riau tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi 
juga kuat dipengaruhi oleh kelemahan internal. Implikasi penelitian menekankan perlunya 
penguatan kompetensi SDM, penyempurnaan kebijakan pembiayaan, peningkatan kepatuhan 
syariah dan regulasi, serta perbaikan manajemen dan prosedur pembiayaan. 
Keyword: BPRS, ANP, Risiko Pembiayaan, SDM, Kepatuhan, Tata Kelola. 

 

 
A. Pendahuluan 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah 
yang memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, khususnya 
dalam pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, dalam 
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menjalankan fungsinya, BPRS kerap menghadapi berbagai risiko, terutama risiko pembiayaan 
yang tercermin melalui tingginya rasio Non Performing Financing (NPF) (Hidayah & Tabrani, 
2019; Muksal, 2018; Rizqa & Haryono, 2023). Risiko pembiayaan yang meningkat tidak hanya 
berdampak pada stabilitas keuangan bank, tetapi juga menghambat kontribusinya terhadap 
pembangunan ekonomi masyarakat (Azad et al., 2020; Chowdhury & Rasid, 2015; Koju et al., 
2018, Shi et al., 2018). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan pada lembaga 
keuangan syariah banyak dipengaruhi oleh faktor internal bank (Iriani & Yuliadi, 2015; Sanyinna 
& Omar, 2017). Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM), kebijakan 
internal, kepatuhan terhadap regulasi, proses dan prosedur pembiayaan, serta kualitas 
manajemen (Asfahani, 2022; Hidayah & Tabrani, 2019; Kumar et al., 2018; Nurfadilah et al., 2022; 
Rustam, 2018; Sanyinna & Omar, 2017). SDM yang kurang kompeten, lemahnya implementasi 
kebijakan, serta proses analisa pembiayaan yang tidak optimal merupakan pemicu utama 
meningkatnya risiko pembiayaan (Musa et al., 2020; Nurismalatri, 2022).  

Dalam Buku Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia yang diterbitkan 
oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (berikutnya ditulis KNEKS) 2019, juga 
menuliskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi LKS adalah terbatasnya SDM yang 
mumpuni dalam pemahaman keuangan mikro syariah (KNEKS, 2019). Beberapa penelitian 
menjelaskan bahwa problem yang dihadapi oleh LKS adalah dari sisi internal yakni keterbatasan 
tenaga SDM yang professional, dan dari sisi eksternal adalah dalam bentuk persaingan dan 
regulasi (Mahmudah, 2021). Penelitian lain juga menunjukan bahwa penyebab meningkatnya 
nilai NPF adalah karena faktor prilaku bank itu sendiri (SDM) dan faktor makroekonomi 
(Fakhrunnas et al., 2021). SDM yang tidak terlatih menjadi problem dalam pengembangan LKS 
(Awaluddin et al., 2021). Hal ini juga terjadi di Riau, dimana keterbatasan SDM yang mumpuni 
dalam keuangan syariah turut menjadi salah satu kendala dalam pengembangan LKS termasuk 
BPRS. Selain faktor SDM, masalah lain yang dihadapi LKS adalah keterbatasan dana, kurang 
koordinasikan antar lembaga pemangku kepentingan, dan masih rendahnya inklusi keuangan 
syariah di tengah-tengah masyarakat (KNEKS, 2019).  

Studi yang dilakukan di wilayah Riau menunjukkan bahwa BPRS menghadapi tantangan 
signifikan dalam aspek tata kelola dan operasional. Hal ini diperkuat oleh analisis responden 
yang melibatkan praktisi, regulator, dan pakar, dimana kelima sub-kluster (SDM, kebijakan, 
kepatuhan, proses-prosedur, dan manajemen) dinilai sebagai faktor internal yang sama-sama 
berkontribusi terhadap risiko pembiayaan. Selain itu, rendahnya rater agreement antar responden 
menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang cukup besar mengenai faktor utama penyebab 
masalah internal. 

Mengingat tingginya urgensi penyelesaian masalah internal dalam BPRS, penelitian ini 
berupaya mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan internal yang menjadi sumber 
munculnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah pada BPRS di Riau. Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan manajemen risiko dan 
peningkatan kinerja BPRS secara berkelanjutan. 
 

B. Literatur Review 
1. Risiko Pembiayaan pada BPRS 

Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi BPRS, terutama akibat 
ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Tingginya NPF 
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berpengaruh terhadap profitabilitas, likuiditas, serta keberlangsungan operasional bank. 
Berbagai studi menunjukkan bahwa risiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan 
eksternal bank (Fakhrunnas et al., 2021; Hamdi & Herianingrum, 2022; Hidayah & Tabrani, 2019; 
Mahmudah, 2021). Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, persaingan pasar, dan 
regulasi, sedangkan faktor internal erat kaitannya dengan tata kelola dan proses bisnis. Dalam 
konteks BPRS, faktor internal memiliki pengaruh yang lebih signifikan karena keterbatasan 
sumber daya, skala usaha, serta kapasitas manajerial yang relatif kecil dibandingkan bank umum 
syariah. 

2. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) 
SDM merupakan unsur krusial dalam pengelolaan perbankan syariah. Kualitas SDM akan 

menentukan keakuratan analisis pembiayaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan 
mitigasi risiko. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan bermasalah sering muncul 
dari kelemahan analisa petugas pembiayaan, kurangnya pemahaman syariah, dan moral hazard 
pegawai (Chamberlain et al., 2018; Nurismalatri, 2022). KNEKS (2019) menegaskan bahwa 
terbatasnya SDM yang memahami keuangan mikro syariah merupakan tantangan utama 
pengembangan LKS di Indonesia. Masalah ini juga tercermin pada BPRS di Riau yang masih 
menghadapi kendala kompetensi dan integritas pegawai. 

3. Kebijakan Internal Perbankan 
Kebijakan pembiayaan yang disusun secara tepat merupakan pedoman penting bagi BPRS 

dalam menyalurkan pembiayaan. Kebijakan tersebut mencakup kriteria calon nasabah, analisa 
kelayakan, jaminan, hingga proses persetujuan pembiayaan (Al Rahahleh et al., 2019; OJK RI, 
2019; Rustam, 2018). Namun, kebijakan yang terlalu longgar atau terlalu ketat dapat sama-sama 
menimbulkan risiko. Penelitian (Musa et al., 2020) membuktikan bahwa banyaknya peraturan 
tidak selalu menjamin meningkatnya etika dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. 
Sementara (Hoque & Liu, 2023) menemukan bahwa implementasi Basel II dan III tidak selalu 
efektif dalam menurunkan risiko perbankan syariah, khususnya pada masa krisis. 

4. Kepatuhan terhadap Regulasi 
Kepatuhan (compliance) merupakan pilar penting dalam manajemen risiko perbankan 

syariah. Ketidakpatuhan terhadap regulasi, baik POJK maupun fatwa DSN-MUI, dapat 
memunculkan risiko kepatuhan yang berdampak langsung pada reputasi dan keuangan bank. 
Penelitian (Cheong, 2021) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang baik secara 
signifikan mengurangi risiko operasional dan risiko pembiayaan. Beberapa studi lain juga 
menunjukkan bahwa pelanggaran aturan syariah membuat keuntungan tidak dapat diakui dan 
harus dialihkan menjadi dana sosial (Basiruddin & Ahmed, 2020; Mukhibad et al., 2022). 

5. Proses dan Prosedur Pembiayaan 
Proses pembiayaan yang tidak dijalankan sesuai SOP berpotensi besar memicu risiko 

pembiayaan. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 mengatur secara rinci tahapan pembiayaan mulai 
dari pemetaan calon nasabah hingga penandatanganan akad. Penyimpangan terhadap prosedur 
ini akan melemahkan kontrol risiko dan memunculkan peluang terjadinya moral hazard 
(Rustam, 2018; Nurismalatri, 2022). 

6. Faktor Manajemen 
Kualitas manajemen sangat menentukan arah kebijakan, efektivitas monitoring, serta 

pencapaian tujuan organisasi. Manajemen yang tidak kompeten atau tidak memiliki pemahaman 
mendalam tentang keuangan syariah berpotensi besar menjadi akar dari pembiayaan bermasalah 
(Kumar et al., 2018). Selain itu, manajemen talenta yang baik terbukti memiliki hubungan positif 
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dengan daya saing, komitmen organisasi, dan pencapaian maqashid syariah (Samidi et al., 2023; 
King & Vaiman, 2019). 
 

C. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan metode 

Analytical Network Process (ANP) untuk menganalisis dan menentukan prioritas faktor-faktor 
internal yang menjadi penyebab munculnya risiko pembiayaan pada BPRS di Riau. Penggunaan 
ANP dipilih karena metode ini mampu menggambarkan hubungan ketergantungan dan 
keterkaitan antarvariabel secara lebih komprehensif dibandingkan metode pengambilan 
keputusan hierarkis seperti AHP. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam 
dan kuesioner yang diberikan kepada tiga kelompok responden, yaitu praktisi BPRS, regulator 
perbankan syariah, serta pakar atau akademisi di bidang perbankan syariah. Para responden 
diminta memberikan penilaian perbandingan berpasangan (pairwise comparison) terhadap unsur-
unsur dalam klaster masalah internal yang meliputi SDM, kebijakan, kepatuhan, proses dan 
prosedur, serta manajemen. Penilaian diberikan menggunakan skala fundamental Saaty dengan 
rentang 1–9, kemudian hasilnya diolah menggunakan perangkat lunak Super Decisions. 

Hasil perbandingan berpasangan dari seluruh responden dimasukkan ke dalam unweighted 
supermatrix, kemudian dinormalisasi menjadi weighted supermatrix, dan selanjutnya diproses 
hingga menghasilkan limit supermatrix yang menunjukkan bobot prioritas akhir dari setiap faktor 
internal. Seluruh proses ini memungkinkan perhitungan prioritas yang mempertimbangkan 
adanya hubungan timbal balik antar-subfaktor dalam jaringan ANP. Untuk memastikan kualitas 
data, konsistensi penilaian responden diperiksa menggunakan nilai Consistency Ratio (CR), 
dengan standar penerimaan maksimal 0,1. Selain itu, tingkat kesepakatan antarresponden 
dianalisis melalui perhitungan rater agreement (W), sehingga dapat diketahui sejauh mana 
terdapat keselarasan persepsi di antara para praktisi, regulator, dan pakar mengenai faktor-faktor 
internal yang berkontribusi terhadap pembiayaan bermasalah. Data sekunder seperti peraturan 
OJK, publikasi ilmiah terkait manajemen risiko perbankan syariah, dan laporan industri 
digunakan untuk memperkuat analisis. Melalui pendekatan ANP ini, penelitian menghasilkan 
prioritas masalah internal yang paling dominan, sekaligus memberikan gambaran perbedaan 
persepsi antar kelompok responden dalam memahami akar persoalan risiko pembiayaan pada 
BPRS di Riau. 
 

D. Hasil dan Pembahasan 
1). Hasil Analisis ANP Berdasarkan Kelompok Responden 

Analisis terhadap masalah internal pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pada 
pengelolahan data yang bersumber dari kelompok responden praktisi, regulator dan pakar, serta 
gabungan dari ketiga kelompok responden tersebut. Pengelohan data menggunakan super 
decision. Adapun hasil pengolahan data menurut kelompok responden adalah sebagai berikut; 

a) Analisis data kelompok responden praktisi 
Hasil pengolahan data kelompok responden praktisi dapat dilihat pada gambar berikut;  
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Gambar 1. 1 Grafik Hasil Analisis Prioritas Masalah Internal 

Menurut Kelompok Responden Praktisi 
Berdasarkan gambar di atas, praktisi memberikan nilai tertinggi pada cluster masalah internal 

adalah pada bagian SDM dan kebijakan dengan nilai 0.0324. Bagian kepatuhan dan manajemen 
bernilai sama yakni 0.0281 dan bagian proses dan prosedur memiliki nilai 0.0218. Sedangkan nilai 
rater agreement dari kelompok responden praktisi terhadap cluster masalah internal ini adalah 
sebesar 0.182 (w = 0.182), nilai ini termasuk skala lemah hingga moderat. Skala ini menandakan 
bahwa penilaian kelompok praktisi terhadap cluster masalah internal tergolong sangat bervariasi 
atau kurang sepakat.   

Berdasarkan hasil penilaian ini, responden praktisi menunjukan kurang sepakat atau 
bervariasi terhadap penyebab masalah penyaluran pembiayaan pada BPRS di Riau yang berasal 
dari cluster masalah internal. Meskipun demikian kelompok praktisi masih memberikan 
penilaian bahwa factor masalah internal masih menjadi bagian yang perlu diperhatikan terutama 
masalah SDM, dan kebijakan, menyusul masalah kepatuhan dan manajemen, serta masalah 
proses dan prosedur.        

b) Analisis data kelompok responden regulator 
Hasil pengolahan data dari kelompok responden regulator dapat dilihat pada gambar 

berikut; 

 
Gambar 1. 2 Grafik Hasil Analisis Prioritas Masalah Internal 

Menurut Kelompok Responden Regulator 
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Berdasarkan gambar di atas, kelompok responden regulator memberikan penilaian tertinggi 
pada cluster masalah internal adalah pada sub SDM dengan jumlah 0.0326, disusul oleh sub 
kepatuhan dan manajemen dengan nilai 0.0283, berikutnya sub proses dan prosedur sebesar 
0.0280, dan terakhir sub kebijakan dengan nilai 0.0258. Nilai rater agreement berjumlah 0.183 (w = 
0.183), nilai ini termasuk skala lemah hingga moderat. Skala ini menandakan bahwa penilaian 
kelompok praktisi terhadap cluster masalah internal tergolong sangat bervariasi atau kurang 
sepakat.  

c) Analisis data kelompok responden pakar 
Hasil olahan data kelompok responden pakar dapat terlihat berdasarkan gambar berikut; 

 
Gambar 1. 3 Grafik Hasil Analisis Prioritas Masalah Internal  

Menurut Kelompok Responden Pakar 
Berdasarkan gambar di atas, pakar memberikan nilai yang sama pada cluster masalah 

internal yakni bernilai 0.0286. Sedangkan nilai rater agreement adalah sebesar 0.161 (w = 0.161), 
nilai ini termasuk skala lemah hingga moderat. Skala ini menandakan bahwa penilaian kelompok 
praktisi terhadap cluster masalah internal tergolong sangat bervariasi atau kurang sepakat.  

d) Analisis data gabungan responden  
Adapun analisis data gabungan responden dapat di lihat pada gambar di bawah;   

 
Gambar 1. 4 Grafik Hasil Analisis Prioritas Masalah Internal 

Menurut Responden Gabungan 
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Berdasarkan gambar 1.4 dapat dijelaskan bahwa pada cluster masalah internal terdapat 5 
sub cluster, dimana dari kelima sub cluster semuanya memiliki nilai rata-rata yang sama yakni 
dengan nilai 0.0286. Kesamaan nilai rata-rata ini menunjukan bahwa kelima sub cluster ini dinilai 
oleh para responden memiliki prioritas yang sama. Masalah SDM, kebijakan, kepatuhan, proses 
dan prosedur, serta manajemen menjadi indicator yang ditemukan sama besarnya pada masalah 
internal BPRS di Riau. Kemudian nilai rater agreement dari cluster masalah internal ini adalah 
sebesar 0.0175 (w = 0.0175). Nilai ini menunjukan bahwa masalah internal berada pada skala 
lemah hingga moderat, ini berarti bahwa para responden menilai sangat bervariasi atau kurang 
sepakat. 

Memperhatikan hasil analisis data pada cluster masalah internal di atas dapat digambarkan 
perbandingan penilaian antar kelompok responden dari sisi rater agreementnya seperti pada 
gambar di bawah; 

 
Gambar 1. 5 Grafik Perbandingan Analisis Prioritas Masalah Internal 

Berdasarkan Nilai Rater Agreement (W) 

Melihat nilai rater agreement dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok 
responden dari praktisi, akademisi dan regulator, serta gabungan responden secara keseluruhan 
memberikan penilaian hampir sama yakni 0.1 dan nilai ini masih tergolong pada kelompok 0.1 – 
0.3 yang berarti lemah dan moderat. Penilaian ini menunjukan bahwa cluster masalah internal 
dinilai oleh responden sangat variative atau kurang sepakat. 

 
2). Hasil Pembahasan 

Hasil analisis dari masalah internal di atas menunjukan bahwa masalah SDM, kebijakan, 
kepatuhan, prosedur dan proses, serta manajemen sebagai penyebab muncunya risiko 
pembiayaan. SDM bagi perbankan merupakan asset terbesar, jika SDM yang direkrut tidak 
amanah, maka dana yang disalurkan kepada nasabah terbuka lebar tidak kembali kepada bank 
yang bersangkutan. Hal ini disebabkan SDM tersebut hanya menyalurkan pembiayaan sekedar 
mencapai target, tidak melakukan penilaian secara teliti, benar, dan cendrung menyalurkan dana 
dengan memanfaatkan celah kelemahan kebijakan pembiayaan demi memperkaya diri.  

Terkait dengan masalah-masalah SDM ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh (Nurismalatri, 2022) 
yang mengemukakan bahwa salah satu factor utama yang menyebabkan munculnya 
pembiayaan macet adalah factor SDM bank itu sendiri. (KNEKS, 2019) juga menuliskan bahwa 
salah satu masalah yang dihadapi LKS adalah terbatasnya SDM yang mumpuni dalam 
pemahaman keuangan mikro syariah. (Hidayat et al., 2020; Musa et al., 2020) dalam penelitiannya 
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juaga mengemukakan bahwa persoalan sumber daya manusia pada LKS adalah masih 
kurangnya latar belakang syariah dan pelatihan syariah.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudah, 2021) juga menjelaskan bahwa problem yang 
dihadapi oleh LKS adalah dari sisi internal yakni keterbatasan tenaga SDM yang professional, 
dan dari sisi eksternal adalah dalam bentuk persaingan dan regulasi. Penelitian yang dilakukan 
(Fakhrunnas et al., 2021) juga menunjukan bahwa penyebab meningkatnya nilai NPF adalah 
karena factor prilaku bank itu sendiri (SDM) dan factor makroekonomi. Penelitian yang 
dilakukan oleh (Awaluddin et al., 2021) juga menjelaskan bahwa SDM yang tidak terlatih 
menjadi problem dalam pengembangan LKS. Hal ini juga terjadi di Riau, dimana keterbatasan 
SDM yang mumpuni dalam keuangan syariah, dan moral hazard pegawai turut menjadi salah 
satu kendala dalam pengembangan LKS termasuk BPRS. Dalam upaya memitigasi risiko 
pembiayaan yang disebabkan oleh factor SDM, maka diperlukan SDM yang professional dan 
amanah. 

Masalah internal berikutnya yang menjadi penyebab munculnya risiko pembiayaan adalah 
masalah kebijakan. Masalah kebijakan menjadi salah satu yang mendapatkan penilaian dari 
responden. Kebijakan yang terlalu banyak dan ketat satu sisi akan memberatkan pihak 
perbankan, dan disisi lain akan memberikan kemudahan bagi regulator untuk mengendalikan 
dan menilai perbankan tersebut. Terkait dengan kebijakan ini menurut hasil penelitian yang 
dilakukan oleh (Musa et al., 2020) menyatakan bahwa banyaknya peraturan tidak selalu 
menghasilkan standar etika dan pengelolaan bank syariah lebih baik dibanding bank syariah 
yang memiliki peraturan yang agak longgar. Kesimpulan penelitiannya ini diambil dari analisis 
perbandingan pengelolaan keuangan bank syariah di Malaysia yang memiliki regulasi yang ketat 
dengan bank syariah di negara-negara GCG (Bahrain, Oman, dan Uni Emirat Arab) dengan 
regulasi yang longgar. Pengelolaan di negara GCG jauh lebih baik ketimbang bank syariah 
Malaysia.   

Penelitian lain dilakukan oleh (Hoque & Liu, 2023) menyatakan bahwa peraturan Basel II 
dan III dalam periode 2007-2009 ketika terjadi krisis tidak efektif untuk memitigasi risiko yang 
dihadapi bank syariah maupun bank konvensional. Menurutnya lagi penerapan Basel II dan III 
tidak memberikan peran positif pada pencapaian stabilitas dan mengurangi risiko bank syariah. 
Meskipun demikian mereka juga menyatakan bahwa kombinasi kebijakan dan pengawasan pada 
bank syariah dalam kondisi ekonomi normal dapat mengatasi risiko secara efektif. 

Berikutnya masalah kebijakan yang dapat menjadi penyebab munculnya risiko 
pembiayaan pada BPRS adalah kesalahan dalam mengambil kebijakan pembiayaan. Agar tidak 
terjadi kesalahan ketika memproses penyaluran pembiayaan, maka diperlukan kebijakan 
pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyaluran 
pembiayaan harus disusun atas dasar prinsip kehati-hatian. Kebijakan pembiayaan juga disusun 
dengan sedemikian rupa, memuat secara jelas kriteria, persyaratan, prosedur persetujuan, 
jaminan, analisa pembiayaan dan lain-lain (OJK RI, 2019; Rustam, 2018).   

Seterusnya masalah internal BPRS yang menjadi penyebab munculnya risiko pembiayaan 
adalah masalah kepatuhan. Masalah kepatuhan muncul karena BPRS tidak menjalankan regulasi 
dan peraturan-peraturan lainya. Ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan, baik yang disengaja, 
kelalaian atau kealpaan akan  mengakibatkan BPRS tersebut terkena risiko kepatuhan. Dalam 
menjalankan  produk dan akad, BPRS harus memastikan sesuai dengan aturan POJK maupun 
fatwa DSN MUI. Berhubungan dengan kepatuhan ini, penelitian lain pernah menjelaskan seperti 
yang dikemukakan oleh; Cheong dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan kepada 
aturan-aturan syariah dapat meminimalisir risiko, dan sebaliknya jika perbankan tidak 
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menjalankan aturan syariah, maka peluang munculnya risiko akan terbuka lebar (Cheong, 2021). 
Penelitian lain (Basiruddin & Ahmed, 2020; Mukhibad et al., 2022; Zainuldin et al., 2018) juga 
mengemukakan bahwa ketidak patuhan pada aturan syariah akan akan membuat lembaga 
keuangan syariah akan mendapatkan risiko kepatuhan, dan keuntungan yang diperoleh tidak 
bisa diakui sebagai pendapatan dan harus dimasukan ke dalam dana social. 

Masalah internal berikutnya adalah menyangkut proses dan prosedur. Pembiayaan yang 
disalurkan oleh BPRS menurut aturan harus mengikuti proses dan prosedur yang telah disusun 
sebagaimana tertuang dalam kebijakan pembiayaan. SEOJK tentang penerapan manajemen 
risiko pada BPRS telah mengatur proses dan prosedur penyaluran pembiayaan, mulai dari 
pemetaan calon nasabah, identifikasi calon nasabah, administrasi pembiayaan, analisa 
pembiayaan, jaminan, proses persetujuan, penanggung jawab pemutus pembiayaan, sampai 
pada penandatanganan akad. Proses dan prosedur yang telah disusun dengan penuh kehati-
hatian ini kemudian dijalankan secara terus menerus, kemudian dilakukan pengawasan sebagai 
control atas proses berjalan dengan baik dan benar (Nurismalatri, 2022; Rustam, 2018).     

Masalah internal lainnya pada BPRS adalah masalah manajemen. Manajemen yang tidak 
professional, tidak kompeten, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan syariah, 
dan kurang jelasnya visi yang hendak dituju akan ikut menjadi penyebab munculnya risiko 
pembiayaan (Kumar et al., 2018). Hal ini mengingat Manajemen menjadi salah satu bagian paling 
penting yang mempengaruhi kinerja organisasi (Kusi et al., 2020; Nsour & Tayeh, 2018). Menurut 
penelitian Samidi, dkk., mengemukakan bahwa manajemen talenta mempunyai dampak positif 
pada maqoshid syariah, kepemimpinan, komitmen organisasi, dan peningkatan daya saing 
perusahaan (Samidi et al., 2023). Penelitian lain juga menunjukan bahwa manajemen khususnya 
manajemen talenta memberikan pengaruh yang signifikan pada daya saing perusahaan (King & 
Vaiman, 2019; Murillo & King, 2019). 
 
Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya risiko pembiayaan bermasalah (Non-
Performing Financing/NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Riau didorong 
oleh kelemahan internal lembaga, bukan hanya faktor eksternal. Melalui analisis Analytical 
Network Process (ANP) terhadap tiga kelompok responden (praktisi, regulator, dan pakar), 
ditemukan bahwa lima sub-klaster masalah internal yaitu SDM, kebijakan, kepatuhan, proses 
dan prosedur, serta manajemen memiliki bobot prioritas yang relatif setara. Namun, kelompok 
praktisi dan regulator secara spesifik menempatkan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) 
sebagai faktor yang paling dominan, diikuti oleh masalah kebijakan. Masalah SDM ini berkaitan 
dengan pegawai yang kurang kompeten, lemahnya pemahaman syariah, dan potensi moral 
hazard. Selain itu, rendahnya nilai rater agreement (kesepakatan antarpenilai) yang berada pada 
kategori lemah hingga moderat (sekitar 0.161-0.183) menunjukkan adanya keragaman persepsi 
yang signifikan di antara kelompok responden mengenai akar masalah utama penyebab NPF. 
Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja BPRS, diperlukan 
penanganan komprehensif terhadap seluruh aspek internal tersebut. 

Berdasarkan temuan tersebut, BPRS di Riau perlu mengambil langkah strategis yang fokus 
pada penguatan internal. Saran utama adalah penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan 
intensif dan rekrutmen pegawai yang profesional, amanah, dan memahami keuangan mikro 
syariah, karena SDM dianggap sebagai aset terbesar sekaligus pemicu utama risiko. Kedua, perlu 
dilakukan penyempurnaan kebijakan pembiayaan yang disusun berdasarkan prinsip kehati-
hatian, dengan kriteria dan prosedur yang jelas untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran 
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dana. Ketiga, BPRS harus meningkatkan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi OJK dan fatwa 
DSN-MUI, sebab ketidakpatuhan dapat mengakibatkan risiko kepatuhan dan hilangnya 
pengakuan keuntungan. Keempat, manajemen risiko harus diperkuat dengan memastikan 
bahwa proses dan prosedur pembiayaan dijalankan secara disiplin sesuai SOP, disertai 
pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan moral hazard. Terakhir, perlu 
adanya peningkatan kualitas manajemen secara keseluruhan, termasuk manajemen talenta, 
karena manajemen yang kompeten sangat menentukan arah kebijakan dan efektivitas mitigasi 
risiko bank 
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